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Pembangunan Gedung Baru DPR

Tidak Mau Ngoyo, Taufik
Pasrahkan Ke Pemerintah

Usulan kenaikan anggaran DPR sebesar Rp 5,7

triliun di tahun 2018 menghidupkan kembali wacana
pembangunan gedung baru DPR. Namun, Wakil Ketua
DPR Taufik Kurniawan menyatakan, pihaknya tidak mau
ngoyo alias memaksakan diri untuk pembangunan itu.
Pihaknya memilih ményerahkan sepenuhnya keputusan
pembangunan itu ke Pemerintah.

“WACANA itu baru diba-
has di tingkat Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) dan
Kesetjenan. Namun, DPR me-
nyerahkan sepenuhnya kepada
Pemerintah,” ujar Taufik di
Jakarta, kemarin.

Kata Taufik, wacana pem-
bangunan ini sebenarnya bu-
kan hal baru, Wacana ini su-
dah beberapa kali muncul, di
antaranya pada 2010 dan 2015,
Alasannya waktu itu, Gedung
Nusantara I, yang merupakan
kantor utama para anggota
DPR, mengalami kemiringan

hingga 7 derajate;

Akibat banyak penolakan dari
publik, rencana pembangunan
itu dibatalkan. Sebagai ganti-
nya, Gedung Nusantara I akan
direnovasi. Sayangnya, hingga
kini, renovasi belum juga dilak-
sanakan.

“Rekomendasi Kementerian
PUPR, harus ada renovasi me-
nyeluruh karena bangunannya
sudah miring. Sejauh ini, kita
terus mengkaji, waktu terus ber-
tambah, dan gedung semakin
tua, Sudah lebih dari 15 tahun
berdird, belum ada renovasi to-

tal-Gedung Nusantara [,” jelas
Wakil Ketua Umum PAN ini,

Taufik banyak menden-
gar keluhanan seputar kon-
disi Gedung Nusantara X DPR
yang miring inf. Di antaranya,
anggota Dewan dan para pe-
gawai diglingkungan DPR
yang kerap mengalami lift
anjlok atau terjebak di dalam
lift saat-beraktivitas di gedung
tersebut. i

Meski kondisinya begitu,
Taufik mengaku tidak mau
memaksa-maksa. Taufik pun
belum bisa memastikan pem-
bangunan gedung baru akan ter-
ksana atau tidak di 2018. Sebab,
pimpinan DPR menyerahkan
kajian dan pembangunan ke
BURT, Kesetjenan DPR, dan
Pemerintah,

“(Anggaran pembangunan

gedung) enggak bisa masuk .

seketika, Saat kemampuan
Pemerintah memadai, anggaran

pembangunan baru bisa dia-
lokasikan. Urusan mau dibangun
atatrenovasi ditotal, itu urusan
Pemerintah,” terangnya.
Taufik'sadar, rencana itu pasti
banyak ditentang. Terlebih,
ada beberapa kelompok yang
selalu menempatkan diri berse-
berangan dengan DPR. Padahal,
fasilitas yang ingin diperbaiki
DPR dan Pemerintahadalah aset

negara yang dimiliki seluruh

rakyat Indonesia.

“Renovasi gedung DPR bu-
kan untuk mewah-mewahan,
bukan untuk anggota Dewan. Ini
merawat aset negara, aset rakyat
Indonesia, Karena itu, kami
mengembalikan, menyerahkan
sepenuhnya wacana perbaikan
tersebut kepada Pemerintah,”
tandasnya,

DPD Juga Pengin
Gedung Baru
Dalam kesempatan berbeda,

Ketua DPD Oesman Sapta
Odang mengungkapkan bahwa
lembaganya juga perlu mem-
buat gedung baru. Alasannya,
Gedung lama DPD sudah tidak
memadai lagi untuk menunjang
kinerja para senator.

“(Gedung) DPD sangat-sangat
sempit. Kan bisa lihat sendiri.
Perlu ada peningkatan fasilitas
dalam rangka menampung aspi-
rasi daerah,” kata 0S0, sapaan
Oesman Sapta.

Makanya, sambung OSO, bila
DPR jadi membangun gedung
baru, DPD akan melakukan hal
yang sama, “Kami bikin gedung
baru, DPR bikin gedung baru
lagi,” ujarnya.

Karena sudah sangat men-
desak, dia berharap rencana
pembangunan gedung baru
itu dapat direalisasikan mulai
tahun depan, “Seharusnya
(tahun depan) sudah mulai,”
ucapnya, MONI
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